
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Pengkategorian tindakan menolak kebijakan pemerintah ke dalam 

pelanggaran ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 

Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

Sejahtera adalah adanya tindakan menolak kebijakan pemerintah yang 

dilakukan oleh masyarakat yang berupa resistensi masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dan pelakanaan 

vaksinasi Covid-19. Mengacu pada permasalahan tersebut, terdapat 

peraturan yang kontradiksi atau bertolak belakang, yakni ketentuan 

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 

dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan. Dalam hal ini, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera mengatur mengenai kewajiban yang dimiliki 

masyarakat untuk menciptakan keserasian, keselarasan, keseimbangan 



salah satunya dalam hal kesehatan. Sedangkan Pasal 5 Ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur 

mengenai hak yang dimiliki masyarakat untuk menetukan pelayanan 

kesehatan yang diperlukan bagi dirinya masing-masing.  

2. Perlindungan hukum terhadap penduduk yang menolak kebijakan 

pemerintah dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas atau 

penyakit penyerta serta adanya hak untuk menentukan pelayanan 

kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan adalah ditemukannya kekosongan hukum. Hal 

tersebut dikarenakan dalam prakteknya terdapat upaya perlindungan 

hukum, akan tetapi belum terdapat hukum atau kebijakan pemerintah 

yang secara tertulis dan eksplisit mengatur mengenai perlindungan 

hukum terhadap tindakan menolak kebijakan pemerintah yang dapat 

digambarkan dengan adanya fenomena tindakan menolak kebijakan 

pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aturan mengenai 

protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah mengenai program 

vaksinasi Covid-19. Artinya, terdapat kekosongan hukum terhadap 

perlindungan hukum bagi masyarakat yang menolak kebijakan terkait 

pandemi dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas serta adanya 

hak untuk menentukan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  

 



 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat saran 

kepada seluruh pemangku kepentingsn untuk mengatasi permasalahan dalam 

penelitian ini: 

1. Disarankan kepada pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-

undangan untuk melakukan amandemen atau perubahan secara resmi 

yang bertujuan untuk memperbaiki muatan pasal dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera serta Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mana 

antara dua kebijakan pemerintah tersebut terdapat ketentuan yang 

bertolak belakang, sehingga pemerintah harus membentuk kebijakan 

yang secara eksplisit mengatur dan memuat ketentuan mengenai hak 

dan kewajiban masyarakat dalam hal mengatasi atau menanggulangi 

pandemi. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum 

bagi seluruh masyarakat.  

2. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk membuat kebijakan yang 

mengatur mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang 

melakukan tindakan menolak kebijakan pemerintah terkait pandemi 

dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas, hal tersebut berkaitan 



dengan ketentuan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 

1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak diakui serta 

mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum, 

3. Disarankan untuk lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden, untuk ikut 

serta dalam melakukan pengesahan kebijakan apabila di masa yang 

akan datang dibuat kebijakan mengenai perlindungan hukum bagi 

masyarakat yang melakukan tindakan menolak kebijakan pemerintah 

terkait pandemi dengan alasan memiliki penyakit komorbiditas yang 

berhubungan dengan muatan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan.  

4. Disarankan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam hal 

pembentukan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari suatu 

kebijakan pemerintah terkait penanganan atau penanggulangan 

pandemi. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan 

hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program 

pemerintah, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 
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